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ABSTRACT

This study aims to analyze the policy implementation of the Complete Systematic
Land Registration Program (PTSL) in Wiyono Village, Gedong Tataan Sub-district,
Pesawaran Regency in 2018, with a focus on the scope and causes of anomalies,
the roles of implementing actors, and the resolution strategies employed. This
research adopts a descriptive qualitative method with a case study approach. Data
were collected through interviews, documentation, and observation, and were
analyzed using the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, as
well as a SWOT analysis based on five management elements (Man, Money,
Material, Machine, Method). The findings reveal that as of 2024, there are still 300
land parcels that remain uncertified due to various administrative, physical, and
legal anomalies. These issues stem from limited human resources, inadequate
documentation, and weak inter-agency coordination. The Land Olffice and Village
Government play crucial roles in re-surveying, field verification, and community
engagement. Strategies applied include strengthening coordination, improving staff
competence, and optimizing digital reporting systems. The study recommends
continuous collaboration, data digitalization, and multi-year monitoring as
anticipatory measures to reduce land anomalies and enhance the quality of
program implementation in the future.

Keywords: Policy implementation, Complete Systematic Land Registration,

Anomalies, SWOT Analysis.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, baik dari
segi ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu, keberadaan hak atas
tanah menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat (Rusli dkk.,
2023). Dalam konteks negara, penguasaan tertinggi atas tanah berada di
tangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang
menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya di kuasai oleh negara dan digunakan sebesar — besarnya untuk
kemakmuran rakyat.” Sebagai penyelenggara negara, pemerintah
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum
atas kepemilikan melalui proses pendaftaran tanah.

Perlindungan serta kepastian hukum telah dijamin oleh pemerintah
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang — Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Pokok — Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Berdasarkan pada
Pasal 3 huruf a dalam PP No. 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik
tanah, pemilik satuan rumah susun, dan pemegang hak lainnya yang
terdaftar, sehingga mereka dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan
haknya. Selanjutnya, menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997, sertipikat merupakan bukti sah kepemilikan hak atas tanah
(Putra dkk., 2022). Keberadaan sertipikat ini menjamin eksistensi
pemegang hak atas tanah.

Berbagai program yang telah dijalankan sebelumnya dalam rangka
mempercepat proses pendaftaran tanah, seperti Proyek Administrasi
Pertanahan (PAP), Land Management and Policy Development Project
(LMPDP), proyek ajudikasi, Larasita, serta Program Nasional Agraria
(Prona), masih belum mampu mencapai target pendaftaran tanah secara

menyeluruh di Indonesia (Mujiburohman, 2018). Dalam mewujudkan



masyarakat tertib administrasi Pemerintah melalui Nawacita menawarkan
program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan bagian dari Program
Strategis Nasional yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN dan
dilaksanakan secara serentak untuk pertama kalinya, mencakup objek
pendaftaran tanah di suatu wilayah desa atau kelurahan di seluruh wilayah
Indonesia (Marryanti & Purbawa, 2018).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diperkenalkan sebagai
upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh
kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka. Mengacu pada Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
melalui Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 membahas tentang
tahapan penyelenggaraan PTSL, terutama BAB IV. Tahapan tersebut
meliputi perencanaan, penentuan lokasi, persiapan, pembentukan serta
penunjukan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas, sosialisasi,
pengumpulan data fisik serta yuridis, pemeriksaan data yuridis untuk
verifikasi hak, serta pengumuman dan pengesahan data fisik maupun yuridis
(Rachmawati, 2021). Adanya Program PTSL diinisiasi sebagai solusi
percepatan dalam proses kepemilikan hak atas tanah, mengingat luasnya
jumlah bidang tanah di Indonesia. Target PTSL pada tahun 2025 sebanyak
126 bidang tanah di Indonesia akan terdaftar dan memiliki sertipikat,
menurut Kementerian ATR/BPN. Rencana ini terperinci seperti sebelumnya
tahun 2017 dengan target 5 juta bidang tanah yang terdaftar, 7 juta bidang
tanah yang terdaftar pada tahun 2018, 9 juta bidang tanah pada tahun 2019,
dan 10 juta bidang tanah setiap tahunnya hingga tahun 2025 (Teja & Rudy,
2023).

Namun, pada implementasinya pelaksanaan PTSL masih banyak
terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi (Oktavianus Carlos Awa Pea
dkk., 2023). Program PTSL bertujuan memberikan kepastian hukum dan
mempercepat proses pendaftaran tanah, dalam praktiknya masih terdapat

berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya (Raihan



dkk., 2023). Adapun di Kabupaten Pesawaran seperti pada umumnya salah
satu isu yang kerap muncul adalah adanya anomali terkait masalah
administrasi, pengukuran atau pemetaan, serta pendaftaran tanah dalam
proses sertipikasi tanah. Anomali ini merujuk pada sisa permasalahan yang
belum terselesaikan sepenuhnya, baik dari segi administrasi, teknis, maupun
hukum, yang berdampak pada masyarakat dan efektivitas program secara
keseluruhan. Anomali dalam implementasi PTSL dapat berupa sertipikat
yang belum diterbitkan, kesalahan data dalam sertipikat, serta sengketa
tanah yang masih berlanjut meskipun tanah telah didaftarkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Pesawaran dimana desa Wiyono, Kecamatan GedongTataan Kabupaten
Pesawaran merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan
Program PTSL pada tahun 2018. Target penerbitan SHAT dalam Program
PTSL ini adalah 1.500 sertipikat. Hingga tahun 2024, baru terealisasi 1.200
sertipikat, sementara 300 sertipikat lainnya masih belum diterbitkan.
Permasalahan PTSL tahun 2018 pada Desa Wiyono yang perlu dievaluasi
yaitu munculnya berbagai bentuk anomali seperti dokumen tidak lengkap,
kesalahan identitas, ketidaksesuaian hasil pengukuran, dan klaim ganda atas
bidang tanah. Berbagai permasalahan tersebut hingga kini belum
sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait, sehingga menghambat
tercapainya tujuan program PTSL yang seharusnya memberikan kepastian
hukum secara cepat, efisien, dan menghasilkan produk dengan kualitas baik.

Adapun pertimbangan dari berbagai permasalahan tersebut, diperlukan
analisis yang komprehensif. Penelitian ini akan menggunakan analisis
SWOT berdasarkan empat aspek utama, yaitu strengths (kekuatan),
weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman)
dengan penerapan lima unsur manajemen yang digunakan untuk menilai
faktor-faktor ~yang menyebabkan permasalahan anomali yang
mengakibatkan keterlambatan penerbitan sertipikat tanah di Desa Wiyono.
Selain itu, menganalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan

untuk mengkaji implementasi kebijakan yang telah di terapkan di Desa



Wiyono. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi pengalaman masyarakat
dan pihak terkait dalam implementasi PTSL serta dapat dicarikan solusi
untuk mengatasi permasalahan yang masih berlanjut hingga tahun 2025.
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
memperbaiki implementasi PTSL dan mencapai target nasional. Upaya ini
diharapkan dapat mengurangi kelemahan yang ada sekaligus menjadi
langkah antisipasi dan mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan Program PTSL apabila program ini tetap

berlanjut.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada Analisis

Kebijakan Program PTSL di Desa Wiyono, Kecamatan GedongTataan

Kabupaten Pesawaran. Untuk membantu dalam menjelaskan permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yang dapat

menjelaskan penelitian ini, yaitu :

1. Apa saja ruang lingkup dan faktor penyebab permasalahan anomali
dalam Program PTSL tahun 2018 di Desa Wiyono?

2. Bagaimana peran Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten
Pesawaran dalam menyelesaikan permasalahan anomali Program PTSL
tahun 2018 di Desa Wiyono?

3. Bagaimana strategi yang di lakukan Kantor Pertanahan Kabupaten
Pesawaran sebagai solusi penyelesaian permasalahan anomali pada

Program PTSL tahun 2018 di Desa Wiyono?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini didasari dari beberapa tujuan yaitu :
1. Mengidentifikasi ruang lingkup dan faktor penyebab terjadinya
permasalahan anomali pada program PTSL tahun 2018 di Desa Wiyono.
2. Menganalisis peran pemerintah desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten
Pesawaran dalam menangani permasalahan anomali pada Program

PTSL tahun 2018 di Desa Wiyono.



3. Mengidentifikasi strategi dan implementasi kebijakan yang telah di
terapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran sebagai solusi
dalam menyelesaikan permasalahan anomali pada Program PTSL tahun

2018 di Desa Wiyono.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap
pengetahuan ilmiah tentang implementasi kebijakan PTSL, khususnya
pada Desa Wiyono. Hal ini dapat memperkaya literatur akademis terkait
tata kelola dan administrasi pertanahan. Selain itu, Penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait realita di lapangan yang
memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil pelaksanaan PTSL.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan
pengetahuan tentang implementasi PTSL serta hambatan dalam

pelaksanaannya.
b. Instansi Terkait (Pemerintah Desa dan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/BPN)

Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau
instansi terkait guna meningkatkan efektivitas program PTSL dan
menyempurnakan prosedur pelaksanaannya agar lebih selaras
dengan kebutuhan masyarakat. Menjadi rekomendasi pencegahan
yang dapat diimplementasikan sebagai langkah konkret untuk

perbaikan sistem.

E. Batasan Penelitian
Agar lebih terfokus dan tidak terlalu jauh dari kajian masalah yang ada,
maka penelitian ini memiliki batasan diantaranya yaitu :
1. Penelitian ini mengidentifikasi ruang lingkup dan faktor penyebab

permasalahan anomali pada Program PTSL tahun 2018 di Desa Wiyono.



2. Penelitian ini akan membahas peran pemerintah desa dan Kantor
Pertanahan Kabupaten Pesawaran dalam penyelesaian permasalahan
terkait keterlambatan penerbitan sertipikat tanah.

3. Penelitian ini akan membahas tentang sejauh mana strategi yang sudah
di terapkan pada permasalahan Program PTSL di Desa Wiyono, dan
pada penelitian ini akan dibahas menggunakan teori implementasi
kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, teori manajemen

5M dengan dianalisis menggunakan Analisis SWOT.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan teori manajemen 5M, teori implementasi kebijakan dari
Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dan dianalisis menggunakan
Analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa:
1. Ruang Lingkup dan Faktor Penyebab Anomali
Permasalahan anomali pada Program PTSL tahun 2018 di Desa Wiyono
terdiri dari tiga jenis utama yaitu:

¢ Anomali administratif muncul akibat adanya pemekaran wilayah yang
tidak diikuti pembaruan data, serta dokumen desa maupun Kantor
Pertanahan yang belum terdigitalisasi dengan baik.

e Anomali data fisik disebabkan oleh kesalahan pengukuran karena
keterbatasan alat dan SDM teknis, serta tidak tersedianya peta udara
resolusi tinggi pada saat pelaksanaan.

e Anomali yuridis meliputi dokumen alas hak yang tidak lengkap atau
status kepemilikan yang belum jelas serta adanya klaim ganda dan
sengketa kepemilikan bidang tanah

e Faktor penyebab meliputi aspek internal, seperti keterbatasan SDM,
sarana, prasarana dan lemahnya pencatatan arsip, serta aspek eksternal
berupa pergantian petugas desa maupun petugas Kantor Pertanahan,
serta rendahnya partisipasi masyarakat karena minimnya pemahaman
terhadap prosedur dan pentingnya dokumen hukum.

2. Peran Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan

e Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran berperan melalui kegiatan
verifikasi lapangan, klarifikasi data, pengukuran ulang, hingga
evaluasi internal.

e Pemerintah Desa Wiyono turut mendampingi masyarakat dalam
proses klarifikasi, melakukan pendekatan sosial, serta membantu

pengumpulan dokumen. Kolaborasi keduanya menjadi penting untuk
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menyelesaikan kendala teknis dan administratif yang muncul di
lapangan.
3. Strategi dan Implementasi Kebijakan
Strategi penyelesaian permasalahan anomali PTSL mengacu pada
analisis SWOT dan pendekatan 5M (Man, Money, Material, Machine,
Method) serta teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van
dirumuskan ke dalam empat kategori utama:
e Strategi SO (Strength—Opportunity):
SO1: memanfaatkan foto udara dan komitmen Kantor Pertanahan
untuk digitalisasi dan Reforma Agraria, SO2: evaluasi internal
berkala, dan SO3: mendorong pemanfaatan sertipikat sebagai modal
akses ekonomi.
e Strategi ST (Strength—Threat):
ST1: optimalisasi edukasi berbasis regulasi, ST2: pemanfaatan foto
udara untuk verifikasi batas bidang tanah, ST3: penguatan evaluasi
lapangan berkala untuk mengantisipasi dampak mutasi dan dinamika
demografis, dan ST4: pendekatan partisipatif seperti door to door
sebagai strategi menjangkau masyarakat.
e Strategi WO (Weakness—Opportunity):
WO1: penguatan sosialisasi Program PTSL, WO2: mekanisme lintas
tahun yang terdokumentasi, WO3: peningkatan kompetensi dan
jumlah Sumber Daya Manusia, WO4: pemanfaatan peluang dukungan
regulasi dan kemitraan lokal, dan WOS5: koordinasi arsip digital
diperlukan untuk memperbaiki dokumentasi.
e Strategi WT (Weakness—Threat):
WT1: klasifikasi ulang bidang bermasalah, WT2: kampanye edukatif
terpadu, WT3: digitalisasi arsip guna mencegah hilangnya data, dan
WT4: membangun sistem digitalisasi dan integrasi data pertanahan

yang terpusat.
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B. Saran
1. Pihak Kantor Pertanahan

e Optimalisasi sistem digitalisasi dengan mempercepat input dokumen
dan pemetaan bidang tanah menggunakan sistem GeoKKP agar dapat
mempercepat proses pencocokan data dan menghindari tumpang tindih
bidang.

e Tingkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia khususnya di bidang
pengukuran, pemetaan, digitalisasi dokumen, serta pengelolaan sistem
GeoKKP. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pelaksanaan
PTSL, meningkatkan akurasi data, serta mendukung integrasi dengan
pemerintah desa secara efektif.

e Pendampingan teknis terstruktur, menyusun tim teknis yang ditugaskan
khusus untuk menangani bidang-bidang tanah yang bermasalah.
Pendampingan dilakukan berbasis dusun dan disertai dengan
pembekalan kepada Pokmas dan kepala dusun agar solusi bersifat lokal
dan menyeluruh.

¢ Audit dan monitoring lanjutan, melakukan audit internal secara berkala
terhadap bidang-bidang tanah yang belum tersertipikasi, serta
membentuk tim monitoring guna mempercepat proses identifikasi
permasalahan dan penyelesaiannya secara lebih terarah dan akuntabel.

2. Pihak Pemerintah Desa Wiyono

e Pembenahan arsip pertanahan desa, membangun dan memperbarui
sistem dokumentasi pertanahan berbasis digital (softcopy) dan fisik
(arsip), serta melengkapi alas hak masyarakat yang belum
terdokumentasi dengan benar.

¢ Peningkatan kapasitas perangkat desa perlu dilakukan melalui pelatihan
reguler yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bekerja sama
dengan Kantor Pertanahan. Pelatihan ini mencakup pemahaman
regulasi pertanahan, teknik pemetaan batas bidang tanah, serta
penyusunan surat keterangan tanah, guna meminimalisasi kesalahan

administratif yang dapat menghambat proses PTSL.
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e Forum partisipatif masyarakat, membentuk forum komunikasi antara
perangkat desa, Pokmas, dan warga pemilik tanah yang terdampak
anomali untuk menyampaikan keluhan, klarifikasi data, serta
mengawasi pelaksanaan program secara partisipatif.

3. Untuk Kementerian ATR/BPN

e Evaluasi nasional terhadap efektivitas penanganan anomali dalam
pelaksanaan PTSL, serta penyusunan panduan penyelesaian lanjutan
yang disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan di masing-masing
daerah.

e Memberikan regulasi lanjutan atau juknis khusus untuk penanganan
anomali dengan berbasis mediasi hukum dan legalisasi dokumen
informal.

e Mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan permasalahan
anomali, termasuk untuk pengukuran ulang, mediasi hukum, dan

penguatan SDM teknis di daerah.
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